
PERATURAN DAERAH KOTA PEXANBARU
NOMOR 5 TAITUN 2Ol2

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

M r: l-r irn ba n g

Mengingat : 1. U.rdang- U rrclang Republik Inclonesia Nomor B Tal,run 1956
Dala rn
Negara

bahwa dalam rangka men<lukung penyelenggaraan otonomi
daerah. yang luas, nvata dan bertanggurig jara,ab perlu
rneningkatkan perrdzrpatan ilsli D:rerah Kot" F"ka,.rbr.l,:

bahu,a R unlal-r potong Hervan merupakan salah satll
sumber Pendapatan Daerah dalam memberikan Kontribusi
terhadap penerimaan Daerah Kota pekanbaru;

bahwa sebagaimana dimaksud pacla huruf a cliatas rumahpotong hewan juga berfungsi untuk menyediakan he,,r,an
1,ang sehat dan daging yang layak clikor-rsumsi masyarakat
Kota Pekanbarr.r;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan hurui c diatas perluditetapkan Peraturan Daerah Kota pekanbaru tentangRetribusi Runtah potor.g Llervan;

tentang PerDbentukan Daerah C)tonomi l(ota KccilLingkup Propinsi Sumatera Tcr-rgah (Lembaran
Republik Indoncsia Tahun 1956 Nomor 19);

Ur-rdang-Unda,g Rcpublik Indorresia Nornor g .I.:r}rtr.r I 9g Itentang Flukunr Acarar pidana (Lcmbaran Negara Republiklndoncsia 'l'zrhr_rn Igil I Nontor 76, TarnbahZrr Lernbaran
Negara Republik Indonesia N<_rmor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor g Tahun 1999
1""|"]'tq_ Perlindungan. Konsemen (Lernbaran NegaraRepublik lr-rdonesia Tahun 1999 Nomor 42, TambahanI.ernbaran Negacr Rcplrblik Ir.rclonesia womor 3IZ i);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
:eltang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesi:.r 'l'ahurr 2O03 Nornor 47, f"nrt rtr'ur-, LentbaranNcgara Rcpublik Ir.rclorresja Nornr_rr 42g6);
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5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 12 Tal-run 2008 tentang perubahan
Keclua Atas Undang Undang Nomor 32 tahun ZbO+ rentarlg
Pernerintahan lJaerah (Lembaran Neraga Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, ,farnbahin Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4g44);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 20O4
tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat
dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, l.ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443i3);

7. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2g Tahun 2OO9
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'l'al'run 2OOg Nomor l30.'larnbahan [,crnbaran Negara Repurblik lndonesia Nomor
s049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor lg Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hevvan (Lembarar.t
Negara Republik lndonesia 'lahun 2OO9 Nomor g4,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5015);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor i2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan perundang_undar-rgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O I I Nomor
82,'I'ambahan Lembaran Negara Repr_rblik Irtrlonesia Nomor
5'234);

1O. Peraturan Pcrnerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
i983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang l{ukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g3
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

1 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3g Tahun
2OO7 tentang Pcmbagian Urusan pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah 'propinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repurblik Indoncsia Nomor 4737);

).2. Peraturan Pemcrintah Republik Indoncsia Nomor 41 Tahun
2O07 tentang ()rganisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor g6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
174 rl;

13. Peraturan Pe merintah Repubtik lndonesia Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pembc.rian dan pem.anfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daera.h diln l?etribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1O Nomor
1 I 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5i61) ;
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l4 Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 'lahurn 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah cliubah dengan peraLJran lVlenteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2O09 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 53 1'ahun 20 I 1
'l'entang Pembentukan Produk I Iukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 I /pMK 07 l2OlO
tentang Tatacara pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran
Ketentllan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2OOO
lentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;
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1.1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas
Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintal'r Kota
Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAIilI,AN RAI(YAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I
Dalarh Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;

2. flemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

4. Qer,r'an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
eu,an Perwakrlan Rakyat Daerah KoLa Pekanbaru;

inas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru;

6. I{epala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru;

7. I{as Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



9 Badan adalah suatu bentuk yang meliputi perseroan Terbatas, perseroan
I(omanditer, Perseroan lainnva Badan Usaha Milil< Negara atau Daeratr
<lengan nanra dan Lrentuk apapLln, pcrsekutnan, perkurnpular-r, Firrna,
I(ongsi, Kopersi, Yayasan at.ru Organisasi -r,ang se.1enis, Lembaga dana
pension, bentuk Llsaha te tap scrta bcntuk Lradan usal.ra'lait.rn-ya;

Retribusi Dae rah yar-rg selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/ atau diberikan oleh pe meri.rtah Daeral'r ,r'rtr,,k kefentingan
pribacli atau Bzrrlan;

t0
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Retribr-rsi Ilurnah Potorrg I Ier.r,an yang selan-jutnya dapal disebut Retribusi
Daerah adalah pemba-yaran atas pemeriksaan kesehatan hell,an dan
fr4asvarakat ve[eriner serta pcnyediaan fasilitas rumah pemotongan hew,an
yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerinlah Daerah;
x'emcriksaan Kesehatan Masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah pcmeriksaan
ulang kesehatan Bahan Asal Hewan (ctaging) 1,ang akan dikonsumsi oleh
masyarakat;

ll). f'etugars Ahli adalali Dokter Hewan pemeri.rtah atau petugas larn yang
fl itunjuk oleh pemerintahan;

14. Feme riksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan ternak yang
ditakukan sebelum pemotorlgan;

J5 femeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging dan organ
{alam setelah ternak dipotong;

16. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
pernndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarar-r

$etribusi, termasuk pemungut atau pemotong Re tribusi tertentLl;
I 7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

r,r'aktu bagi wajib Retribusi untuk memanlaatkan fasilitas rumal-r potong
llervan lerrra k:

18. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang clisediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
clasanl,a dapat pula disediakan oleh sektor su,asta;

19. Surat Setoran Retribusi l)acrah yang selnnjutnva disingkat SSRD adalal-r
bukti pen'rba1'ar-arr atau penyetoran Retribusi -yang telah clilakukan dengan
rnenggurnakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditun juk oleh Walikota;

2o. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah yang selanjr-rtnya disingkat SKRD aclalal-r
surat kete tapan Retribusi -vang menentukan besarnva jumlah pokok Retribusi
yang Terutang;

21. Siurat I(etetapan Rctribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
S[(RDLB ada]ah surat ketetapan yang *.r-r.,-rtrkur', jumlah kelebihan
pbmbayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalal-r surat
uptuk melakr-rkan tagihan Re tribusi cian/atau sanksi administratif berupa
bunga dar-r /atau dcnda;

':
rl,.rll rttt ttgt'ltll.t rirltit tlitrl illi)1.1 li(:l( rl lgil|l li tlllIir tlllirrtr lll:-i,..1 l)i.tr:,ri\.i,,,ili
1.., t; r t lll:tr,r rr, ;1rr l rr r|1111r [r,'.r':r]il1t1 l?r.l r il rrr";j rlrrlt-;rlt.

24. Penvidikan Tindak Pid:rna cli biclang l?etribr-rsi Daerah adalah serangkaiarr
linclakarr yang clilakr-rkan oleh Penlricllk Peg:ru,ai Negeri Sipil I'ang selanjrrtn-rra
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diseburt Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang
terj adi serta menemukan tersangkanya;

25. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atall komplek bangunan
dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong
hervan bagi konsumsi masvarakat Llmum;

26. Transportasi adalah sarana pengangkut bahan pangan asal hervan termasuk
dari Rumah Potong Hewan ke pasar (konsumen);

27. Pengertian halal adalah memberikan suatu sertifikat atau tanda/surat
keterangan oleh lembaga tertentu yang berwenang dan dapat digunakan
sebagai bukti halal atau tidaknya suatu bahan pangan asal hewan lermasuk
daging;

28. Pengcrtian Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga yang
berwenang memberikan sertifikasi atas bahan pangan asal hewan termasuk
daging menurut syariat Islam;

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Re tribusi Rumal-r Potong Hewan clipungut Retribusi atas pe layanan
penvediaan fasilitas rumah pemotongan hervan oleh Pemerintah Dacral'r.

Pasal 3

(I) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas
rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,
qlan/alau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12) Dikecualikan dari objek retribusr adalah pelayanan penyediaan lasilitas
rumah pemotongan hewan ternak yang disedrakan, dimiliki, dan/ atar-r
dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak sr.rasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan
dan/atau menikmati/ memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah l):rerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Heu,an adalah termasuk golongan Retribusi.Jasa Usaha

BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

'lingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayar-ran, dan jer-ris ternak
serta jumlah yang akan dipotong.
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BAB V
PRINSIP DAN STRUKTUR BESARIiIYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnl,a Tarif Retribusi .lasa Usaha
hidasarkan pada tr-rjuan untuk memperoleh kenntungan yang layak.

(2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keunlungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
becara elisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

(1) Struktul Tarif
j umlalrnya.

digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, jenis ternak dan

(2) Struktur Tarif Retribusi dikenakan terhadap jenis pelayanan sebagai berikut :

a. pemeriksaan Ante/ Post Mortem dan biaya pemotongan meliputi sapi,
kerbau, kan-rbing, domba, babi dan unggas;

b. transportasi daging kepasar dengan menggunakan fasilitas Rumah Potong
Hervan I

c. pelayanan kandang penitipan hewan / ternak;
d. pelayanan kandang karantina ternak sebelum dipotong;
e, pemeriksaan dan pemotongan darurat I hajat I hari besar agama;
f. pelayanan perreriksaan ulang kesehatan daging;
gr pelayanan pcmakaian ruangan per-rdingin;

(3) Besarnva Tarif Retribusi pada a-yat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

NO JENIS PELAYANAN

Pemeriksaan Ante / Post Mortem darr Biaya
Pemotongan
- Sapi / Kerbau
- Kambing / Domba
- Babi
- Urlgga

TARIF

Rp. 49.000,- / ekor
Rp. 6.O00, / ekor
Rp. 20.000,-/ ekor
Rp. 2OO,- I ekor

b

S

Transportasi dagir-rg ke pasar dengan

]]1e-qc8!q3kq.L fasilitas RPH
Pelayanan kandang penitipan Sapi/ Kcrbau dan
Babi
Iiarantina ternak sebe lum clipotong
Pelayalan Pemeriksaan dan pemotongan darurat
/ I'rari besar agarna :

- Sapi / Kerbau
- I{ambing / Domba
- Babi

Pel ehat:u-r da

R 500 I t\g
C Rp. LO00, f ekor f hari

cl Rp I 000, / ekor hari
c

Rp.20.OOO, /ekor
Rp. 3.OOO,-/ ekor
Rp. 10.000,- / ekor
R 50.000,

, I kgl \ar!

(l

{
Pela anan pcnrakaian rLranEIan pendingin

n

Rp 1.0oo

tl.

qcrnlsl



(4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kaas
Daerah.

(5) Untuk rnemotong sebagaimana dimaksud pada a-yat (2) pemilik hervan harus
(apal rnenunjukkan surat keterangan kepemilikan dari daerah asal ternak
lang bersangkutan

BAB VII
KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN

PEMOTONGAN

Pasal 9

(1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya
oleh petugas ahli.

(2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap her.an 1.ang akan
dipotong setelah perniliknya menunjukkan surat keterangan dari claerah asal
ternak vang bersangkutan.

(3) Pe meriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), khusus heu'an betina
terlebih dahulu harus diperiksa kesuburunnya oleh pe tugas ah1i.

(4) Pemeriksaan ulang kesehatan bahan asal hewan (daging) dilakukan untuk
melindungi konsumen terhadap penyakit yang dapat menular kepada
manusia.

(5) Pemotongan hewan dilaksanakan sesuai Syarat Agama lslam yang telah
disertifikasi halal oleh MUl, kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan
untuk umat non Islam.

Pasal 1O

(1) {pabila dalam pemeriksaan din'raksucl dalam Pasal 9 ayat (3), tern-yata hewan
tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan alau masih
produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

(2) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (4), terbukti bahwa
bahan asal hewan (claging) tersebut tidak memenuhi syarat unluk dikonsumsj,
akan disita oleh Penyidik

(3) Daging yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan gar-rti
rugi kepada pemiliknya.

Pasal 11.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, pemilik hervan berhak
mer-rgajukan pemeriksaan ulang kepada pctugas ahli non Pemerintah yang
hasilnya dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium atas biaya pemilik hewan.

Pasal 12

(1) PFmotongan heu'an selain kambing dan Llnggas tidak dapat dilaksanakan
dilr-rar Rumah Potong Her.l,an kecuali pemilik dapat mcnunjukkan Surat lzin
Pptong Hewan.

(2) Sptiap bahan asal hewan yang tidak berasal dari Pemotongan di Rumah
Pbtong Hewan Kota Pekanbaru harus dilakukan Pemeriksaan ulang kesehatan
daging oleh petugas ah1i.

1



Pasal 13

(1) Petugas Ahli melakukan pemeriksaan daging dan anggota - anggota badan
lainnya dari hewan yar-rg sudah dipotong.

(2) Daging dan bagian - bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi
tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan
dimusnahkan oleh petugas ahli.

BAB VItr
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Setiap ternak dan bahan asal hewan (daging)
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan
dokurmen lain yang dipersamakan.

yang telah dilakukan
diwajibkan memba1,61p

karcis Retribusi atau

(2) Setiap ternal< dan bahan asal hewan (daging) yang setelah pemeriksa:n
dinyatakan tidak layak untuk dipotong atau tidak layak untuk dikonsumsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i0, tidak dikenakan biaya Retribusi.

(3) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Rumah Potot'rg Het,an.

BAB D(
TATA CARA PEMUNGUTAN

(1)

(21

Pasal 15

Pbmungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi clipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

usi yang terutang dipungut di rn'ilayerh Kota Pekanbarrr

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

(3)

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan
Kepala Daerah sebagai dasar unluk menetapkan besarnya Retribusi terutang

(lI1 tr b
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(l) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
klrrang membayar, dikenakar-r sanksi administrasi l:erupa bur-rga sebesar 27o

(i1ua pcrseu) setiap bulat'r clari besarnya Retribusi .yurng terutang yang ticlak
atau kurang bayar dan clitagih dengan menggunakan Surat Tagihar-r
Retribusi Daerah.

(21 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana climaksud pada ayat (1)

clidahului dengan Surat Teguran.

(3) [(etentuan lebih lanjut mengcnai tata cara penagihan Retribi-rsi diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB }(III
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

l?etlibusi terhutang adalah pacla saat diterbitkar-r SKRD atau dokumen lain 1'ang
dapat dipersamakan Subjek Retribusi seperti dalam Pasal 3 Peraturan Daeral'r ini
belum dapat memenuhi kewajibanr-rya.

BAB )(IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2O

{1) ketribusi yang terhutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(21 flatacara pembayaran, pen-vetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkar-r

dengan Peraturan Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

( I ) riak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahur] terhitung sejak saat Tertttangnya Retribusi,

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Re tribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksr-rcl pada ayat ( 1)

tertar-rgguh jika :

q. diterbitkan Sural Teguran: atau

!. zrcla pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupulr tidak lar-rgsung.

q



(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(f ) hurut' b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
rhempurryai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsLrran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

BAB }rVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal22

(l ) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskar-r.

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENGAWASAN

Walikota rnenunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi peternakan unt.uk
melakukan penga\4'asan terhadap pe laksanaan Peraturan Derah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga rnerugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumalah Retribusi terhutang, yang
tidak atau kurang bayar.

\2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ticlak
pnengurangi kewaj iban u,aj i b Retri busi u n tuk mem bayar re tri busi n-ya.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pacla ayat (l)adalah Pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) ke kas penerimaan daerah.

(3)

14)

l0

Pasal 23



BAB XD(
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan per-ryidikan tindak
pidana di bidang perPajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalanr
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu dilir-rgkungan Pemerintah Dacrah yang diangkat oleh pejabat
yang beru,enang sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) Pasal ini aclalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perPajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perPajakan daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

cl. Men-reriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka paelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsur-rg dan memeriksa
identitas orang, benda, <lan/ atau dokumen vang dibawa;

h. Mernotre t seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. Mer-rghentikan penyidikan; dan/ atar-r

k. Melakukan tir-rclakan lain -yang perlu untuk kelancaran penvidikan titrclak
pidana dibidang perPajakan daerah sesuai dengan keter)tuan peratltral.l
perundang- undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang, Undang Nomor B Tahun lgBl tentang Hukum Acara
Pidana.

Ii



BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peturrjuk Pclaksanaan Peraluran mengenai teknis pelaksanaan akan cliatur lebih
lanjut dalam Peraturan walikota dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pcraturan
Daerah ini berlaku.

Pasal 2'7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2oo3 tentang Retribusi Rumah potor-rg Heu,an, dica6r_rt
darr dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 28

I'r: r-ir iuran Daeral-r ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ah ini dengan menempatkannya dalam Le mbaran Daerah Kota pekanbzrru.
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